
BUPATI BANGKALAN 
PERATURAN BUPATI BANGKALAN 

NOMOR_ 4TAHUN 2018 
T~TANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN ~HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
N.omor 67 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk meningkatkan 
kesejahteraan PerangkatDesa, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bangkalan tentang Perubahan Atas Peratura_n Bupati 
Bangkalan Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); 



Menetapkan 

2 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhenlian Perangkat Desa 

(Serita Negara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor4 Tahun 2016 

ten tang Pengangkatan dan Pember hen Lian Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 

Nomor3/E); 

6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 20 17 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pera tu ran Dae rah Kabupalen 

Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tenlang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berila Daerah Kabupalcn 

Bangkalan Tahun 201 7 Nomor 1 / E). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANG KALAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTJAN PERANGKAT DESA. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 

2 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 lentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bcrila 

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 1 / E), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf j, huruf k, huruf m dan 

huruf n dihapus, dan ayat (2) huruf f diubah serta ayat (2) 
huruf i dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang 

memenuhi persyaratan : 
a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 



3 

c. memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan U nd ang- U ndang D asar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,serta 
memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 

Ika; 

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah 

Umum atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan 

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan 

formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STrB 

terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

e. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Kepala 

Desa, antara lain: 

1. tidak memiliki hubungan darah, ikatan 

perkawinan dan / atau garis keturunan 1 (satu) 

tingkat lurus keatas, kebawah, dan kesamping 

dengan Kepala Desa yaitu ayah, ibu, mertua, 

paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu; 

2. bukan suami/istri dari Kepala Desa. 
f. tidak sebagai anggota Tentara Nasional 

lndonesia/Kepolisian Republik Indonesia; 
g. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 

(empat puluh dua) tahun, yang dibuktikan dengan 

foto copy Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

h. bersedia dicalonkan menjadi perangkat Desa dan 

wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama 

menjabat sebagai perangkat Desa; 

1. khusus bagi perangkat Desa unsur kewilayahan 

(Kepala Dusun) harus bertempat tinggal di Dusun 

wilayah kerjanya; 

J. dihapus; 
k. dihapus; 
1. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter dari Rumah Sakit pemerintah atau 

Puskesmas setempat; 

m.dihapus; 

n. dihapus; 
o. diutamakan yang bisa / mempunyai keahlian 

mengoperasikan kom pu ter. 
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(2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan: 

a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Nega ra Republik 

Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau 

bermaterai cukup; 

b. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar 

sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh 

pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat 
yang berwenang; 

c. surat pernyataan tidak memiliki konOik kepentingan 

dengan Kepala Desa, tidak memiliki hubungan darah, 

ikatan perkawinan dan / atau garis keturunan 1 

(satu) tingkat lurus keatas, kebawah, dan kesamping 

dengan Kepala Desa 

d. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh peja bat 

berwenang atau surat ketcrangan kenal lahir dari 

pejabat yang berwenang; 
e. fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisir; 

f. surat keterangan tanda penduduk; 

g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi 
perangkat Desa dan sanggup bertempat tinggal di 

Desa setempat apabila terpilih dan selama menjabal 

sebagai perangkat Desa; 
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi 

perangkat Desa unsur kewilayahan (Kepala Dusun) 

dan bertempat tinggal di Dusun wilayah kerja apabila 

terpilih dan selama menj abat sebagai perangkat 

Desaunsur kewilaya han; 

1. dihapus; 
J. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit 

pemerintah atau Puskesmas setempat; 

k. dihapus 
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2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal39 

( 1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap 
bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta 
mendapat jaminan sosial. 

(2) . Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dianggarkan dalam APBDes bersumber dari 
Aloksi Dana Desa (ADD). 

(3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bersumber dari ADD atau Pendapatan Asli Desa 
dianggarkan dalam APBDes serta dapat menerima 
tunjangan yang bersumber diluar APBDes· berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

(4) Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya 
yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) yang 
bersumber dari APBDes dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Perangkat Desa dapat memperoleh jaminan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari 
APBDes sesuai kemampuan keuangan desa melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Vv 
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Diundangkan di Bangk 
pada tanggal 

SEKRET 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 
NOMOR 'd,/[; . 


